
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai

alat Pemerintah Daerah dalam pembinaan serta pengendalian

usaha perdagangan agar tercipta persaingan yang sehat dalam

perdagangan, perlu diterbitkan izin usaha perdagangan;

b. bahwa guna mengganti biaya akibat pengeluaran izin usaha

perdagangan dan biaya pengendalian yang dilakukan

Pemerintah Daerah terhadap usaha perdagangan, maka perlu

menetapkan retribusi izin usaha perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Retribusi Izin Usaha perdagangan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3214);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan

Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3

Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun

1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Pejabat penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang

bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya

atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara dengan Nama dan bentuk apapun,

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan

atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk

Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.



6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau

jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan

secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas

barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan

setiap jenis Usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah

Daerah untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat

SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan.

9. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah

formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data

perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.

10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan kata perusahaan

yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk

perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/

penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP,

modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, bidang usaha, jenis

barang/jasa dagangan utama.

11. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang

merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang

dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri

sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari

perusahaan induknya.

12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak

mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu

kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai

wewenang yang diberikan.

13. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang

diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat

perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.



14. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin usaha perdagangan yang disediakan

dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang

pribadi atau badan yang melakukan usaha perdagangan.

15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu.

18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib

retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib

retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya

jumlah retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan

yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan

yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah

ditetapkan.



21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang

terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang

ditetapkan oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang

terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya

retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok

retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan

pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.

25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban

yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD

dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk

dengan batas waktu yang telah ditentukan.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-

undangan Retribusi Daerah.

27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

28. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah

lewat dari batas waktu yang ditentukan.



29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah

serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya

disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas

pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi

bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan

izin usaha perdagangan yang diwujudkan dalam SIUP.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin usaha

perdagangan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh SIUP.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan retribusi jasa

umum.



Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima

puluh milyar rupiah).



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip

Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Setiap Perusahaan perdagangan yang mengajukan

permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.

(2) Setiap Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan

pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dikenakan biaya

administrasi sebesar :

a. SIUP Perusahaan Kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

b. SIUP Perusahaan Menengah Rp. 150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah); dan

c. SIUP Perusahaan Besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah).

(3) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi

perusahaan tidak dikenakan Biaya Administrasi.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah selama 5 (lima) tahun.

(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang disamakan.



BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh

wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data

baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka

dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan

menggunakan SKRD.



(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk

maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah

selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang

ditentukan oleh Bupati.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu

yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen)

dari tarip yang ditetapkan dengan menerbitkan STRD.

(4) Bupati atau pejabat penerbit SIUP dapat mengizinkan kepada

wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam

jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi izin usaha perdagangan harus dilakukan

secara tunai/lunas.

(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun

ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti

pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran

retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan

penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari

sejak jatuh tempo pembayaran.



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat

Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,

wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

Pejabat penerbit SIUP.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan

SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam

penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.



(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan

atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan

kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut

dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan

atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat

penerbit SIUP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang

jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat penerbit SIUP

yang di tunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat penerbit SIUP

tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan,

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati atau pejabat penerbit SIUP atas SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.



(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib

Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.

(4) Bupati atau pejabat penerbit SIUP dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,

permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

(2) Bupati atau pejabat penerbit SIUP dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang retribusi tersebut.



(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga

merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan izin usaha.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya

Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah

ini dengan ketentuan sebagai berikut :



a. SIUP yang diperoleh perusahaan yang diterbitkan 5 (lima) tahun

sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap

berlaku; atau

b. SIUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya

2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 18 Mei 2009
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pada tanggal
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran kewenangan otonomi

dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti

dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan

potensi dan kondisi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pembangunan di sektor

perdagangan yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Kabupaten Pati

harus disiapkan dan diarahkan sepaya dapat berjalan baik, berdaya guna dan

berhasil guna menuju kemandirian sektor perdagangan di Daerah. Dalam

hubungan ini perizinan usaha di bidang perdagangan merupakan alat untuk

keperluan penerbitan, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan

usaha perdagangan menuju pada tertib usaha, sehingga pada gilirannya

sasaran-sasaran pembangunan perdagangan dapat diwujudkan. Untuk itu

maka ketentuan, prosedur dan kewenangan yang berlaku dewasa ini perlu

disempurnakan, disederhanakan dan disesuaikan berdasarkan makna yang

terkandung di dalam Undang-Undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pati

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas,

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
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